BUPATI PINRANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PINRANG
NOMOR { TAHUN 2022

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PINRANG

Menimbang

Mengingat

TAHUN ANGGARAN 2021
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PINRANG,

bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 320 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

- Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa

kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022
tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah dan Pasal 23 ayat (4) Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan  Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pinrang Tahun
Anggaran 2021;

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1822);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286) ;

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3455);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4400);



10.

11.

12.

13.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 442 1);
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor
13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara  Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan  Keuangan Badan Layanan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor
23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4575);
Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65
Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
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19.
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21.
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Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang
Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif
Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5161);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang
Hak Keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota
Dewan PerwakilanRakyat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6279);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 1 Tahun
2005 tentang Kedudukan Protokol dan Keuangan
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Pinrang (Lembaran Daerah
Kabupaten Pinrang Tahun 2005 Nomor 1), sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 8 Tahun 2015
tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Pinrang Nomor 1 Tahun 2005 tentang
Kedudukan Protokol dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Pinrang (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun
2015 Nomor 8);

Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 6 Tahun
2020 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2020
Nomor 6);

Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 8 Tahun
2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Pinrang Tahun Anggaran 2021 (Lembaran
Daerah Kabupate Pinrang Tahun 2021 Nomor 8),



Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PINRANG

Menetapkan

dan
BUPATI PINRANG

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN ELANJ
DAERAH KABUPATEN PINRANG TAHUN ANGGARAN 2020.

202

Pasal 1

(1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan

memuat :

neraca;

®eo e o

laporan realisasi anggaran;
laporan perubahan SAL;
laporan operasional;
laporan perubahan ekuitas;

laporan arus kas; dan
catatan atas laporan keuangan.

(2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan
laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik
daerah/perusahaan daerah.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1)
huruf a tahun anggaran 2021 sebagai berikut :

a. Pendapatan

Rp 1.272.417.859.811,33

b. Belanja dan Transfer Rp 1.293.820.146.095,00

c. Pembiayaan

Surplus / Defisit Rp (21.402.286.283,67)

1. Penerimaan Pembiayaan Rp 72.535.777.903,23
2. Pengeluaran Pembiayaan Rp 0,00
Pembiayaan Netto Rp 51.133.491.619,56

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2

sebagai berikut :

a. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah
Rp 29.517.170.619,44, dengan rincian sebagai berikut :
1. Anggaran pendapatan
setelah perubahan Rp 1.301.935.030.430,77

2. Realisasi

Rp 1.272.417.859.811,33 1



Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PINRANG
dan
BUPATI PINRANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN PINRANG TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

(1} Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan
memuat :

laporan realisasi anggaran;

laporan perubahan SAL;

laporan operasional;

laporan perubahan ekuitas;

neraca;

laporan arus kas; dan

catatan atas laporan keuangan.
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(2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan
laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik
daerah/perusahaan daerah.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1)
huruf a tahun anggaran 2021 sebagai berikut :

a. Pendapatan Rp 1.272.417.859.811,33
b. Belanja dan Transfer Rp 1.293.820.146.095,00
Surplus / Defisit Rp (21.402.286.283,67)

c. Pembiayaan
1. Penerimaan Pembiayaan Rp 72.535.777.903,23
2. Pengeluaran Pembiayaan Rp 0,00
Pembiayaan Netto Rp 51.133.491.619,56

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
sebagai berikut :
a. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah
Rp 29.517.170.619,44, dengan rincian sebagai berikut :
1. Anggaran pendapatan
setelah perubahan Rp 1.301.935.030.430,77
2. Realisasi Rp 1.272.417.859.811,33



b. Selisih anggaran dengan realisasi belanja dan transfer sejumlah
Rp 80.640.662.239,00 dengan rincian sebagai berikut :
1. Anggaran belanja
setelah perubahan Rp 1.374.460.808.334,00
2. Realisasi Rp 1.293.820.146.095,00
c. Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah
(Rp 51.123.491.619,56) dengan rincian sebagai berikut :
1. Surplus/defisit
setelah perubahan Rp (72.525.777.903,23)
2. Realisasi Rp (21.402.286.283.67)
d. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah
(Rp 10.000.000,00) dengan rincian sebagai berikut :
1. Anggaran penerimaan pembiayaan
setelah perubahan Rp 72.525.777.903,23
2. Realisasi Rp 72.535.777.903,23
e. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah
Rp 0,00 dengan rincian sebagai berikut :
1. Anggaran pengeluaran pembiayaan
setelah perubahan Rp 0,00
2. Realisasi Rp 0,00
f. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah
Rp (10.600.000,00), dengan rincian sebagai berikut :
1. Anggaran pembiayaan netto

setelah perubahan Rp 72.525.777.903,23
2. Realisasi Rp 72.535.777.903,23
Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1 ayat (1) huruf b per 31 Desember Tahun 2021 sebagai berikut :

a. Saldo Anggaran Lebih (SAL) Awal Rp 72.525.777.903,23
b. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan-
Pembiayaan Tahun Berjalan Rp_ 72.535.777.903,23
Sub Total Rp (10.000.000,00)
c. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan-
Anggaran (SiLPA/SiKPA) Rp 72.525.777.903,23
Sub Total Rp 51.133.491.619,56
d. Koreksi Kesalahan Pembukuan
Tahun Sebelumnya Rp 0,00
e. Koreksi lainnya Rp 0,00
Saldo Anggaran Lebih Anggaran Rp 51.133.491.619,56
Pasal 5

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf ¢ per
31 Desember Tahun 2021 sebagai berikut :

a. Jumlah Pendapatan Rp 1.250.316.633.102,78
b. Jumlah Beban Operasi Rp 1.232.776.950.369,35
¢. Jumlah Surplus (defisit) dari Operasi Rp 17.539.682.733,35
d. Jumlah (defisit) dari Non Operasi Rp (3.5369.202.402,17)
e. Pos Luar Biasa Rp (1.758.145.800,00)
f.

Surplus (defisit)-LO Rp 12.088.334.531,18 1



Pasal 6

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1)
huruf d per 31 Desember Tahun 2021 sebagai berikut :

a. Ekuitas Awal Tahun 2021 Rp 2.979.110.448.249,36
b. Surplus / Defisit — LO Rp 12.088.334.531,18
c. Dampak komulatif perubahan-
kebijakan /kesalahan mendasar Rp 40.431.291.423,62
e. Ekuitas Akhir Tahun 2021 Rp 3.031.630.074.204,16
Pasal 7

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e per 31 Desember
Tahun 2021 sebagai berikut :

a. Jumlah aset Rp 3.051.545.420.208,31

b. Jumlah kewajiban Rp 19.915.346.004,15

¢. Jumlah ekuitas dana Rp 3.031.630.074.204,16
Pasal 8

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f untuk
tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2021 sebagai berikut:
a. Saldo awal kas di BUD dan kas di Bendahara Pengeluaran per 1 Januari
2021 Rp 72.576.002.126,87
b. Arus kas bersih dari aktivitas operasi Rp 133.940.733.605,33
c. Arus kas bersih dari aktivitas investasi aset non- keuangan
Rp (155.343.019.889,00)
d. Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan/pembiayaan
Rp 0,00
e. Arus kas dari aktivitas transitoris/non anggaran Rp 137.283.902,36)
f. Saldo akhir kas di BUD dan kas di Bendahara Pengeluaran per 31
Desember 2021 Rp 51.320.999.745,56
g Saldo akhir kas Bendahara Dana Kapitasi JKN per 31 Desember 2021
Rp 0,00
h. Saldo akhir kas bendahara Penerimaan Per 31 Desember 2021
Rp 0,00
i.  Saldo akhir kas bendahara BLUD Per 31 Desember 2021
Rp 0,00
j.  Saldo akhir kas di Kas Lainnya Per 31 Desember 2021
Rp 0,00

Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1)
huruf g tahun anggaran 2021 memuat informasi baik secara kuantitatif
maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

a. Lampiran I :  Laporan realisasi anggaran



Lampiran 1.1

Lampiran 1.2

Lampiran 1.3

Lampiran 1.4

Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut
urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan
pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan,
belanja, dan pembiayaan;

Rekapitulasi laporan realisasi anggaran belanja
daerah menurut urusan pemerintahan daerah,
organisasi, program dan kegiatan;

Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah
untuk keselarasan dan keterpaduan urusan
pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka
pengelolaan keuangan negara;

b. Lampiran II Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;

c. Lampiran III Laporan Operasional;

d. Lampiran IV Laporan Perubahan Ekuitas;

e. LampiranV Neraca;

f. Lampiran VI Laporan Arus Kas;

g. Lampiran VII Catatan atas Laporan Keuangan;

h. Lampiran VIII Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;

i. Lampiran IX Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tak Tertagih;

J- Lampiran X Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan
Dana Bergulir;

k. Lampiran Xi Daftar Penyertaan Modal (investasi) Daerah;

l.  Lampiran XII Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan
Pengurangan Asset Tetap;

m. Lampiran XIII Daftar Rekapitualsi Asset Tetap;

n. Lampiran XIV Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pekerjaan;

o. Lampiran XV Daftar Rekapitulasi Asset Lainnya;

p. Lampiran XVI Daftar Dana Cadangan Daerah;

q. Lampiran XVII Daftar Kewajiban Jangka Pendek;

r. Lampiran XVIII Daftar Kewajiban Jangka Panjang;

s. Lampiran XIX Daftar Kegiatan-kegiatan Yang Belum Diselesaikan

Sampai Akhir Tahun dan Dianggarkan Kembali
Dalam Tahun Anggaran Berikutnya;

Pasal 11

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2)
terdiri dari :

a.
b.

laporan kinerja tercantum dalam Lampiran XX Peraturan Daerah ini; dan
ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah

tercantum dalam Lampiran XXI Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

Penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban
pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan dengan
Peraturan Bupati.



Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Pinrang.

Ditetapkan di Pinrang

pada tanggal 19 /13
BUPATI PINRANGA?N 1‘»

IR‘WAN HAMID

Diundangkan di Pinrang
pada tanggal % Aswtw, fohd
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PINRANG

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PINRANG TAHUN 2022 NOMOR |

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUATEN PINRANG
PROVINSI\SULAWESI SELATAN NOMOR B.HK.01.058.22 q



